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Abstrak
 

Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas.

Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan

kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya

warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak

komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan

penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan

mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai

badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya.

Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang

dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan

pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan

pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan

pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu

hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan

perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai

pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk

menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara

tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas,

lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

......In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character.

Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual

relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual

relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the

scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public

institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges

that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the

Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law.

In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement

arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the

comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France.

Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and

comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of

government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute,
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which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a

clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services.


